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BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR “8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2
huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak
Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten
Barito Timur perlu adanya pengaturan dalam
peyelenggaraannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas periu
ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang
Tata Cara Penanganan Keberatan Dan Banding
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987); ,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten - Sukamara, Kabupaten
Laman ddu Kabupaten Gunung Mas, ngbL Ipaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik [ndonesig Tahun
2002 N'omor 18, idlﬂbﬂhafl Lembaran ' Negara
Repubh] Indonesia Nomor 4180j; :
UndandvUnda_ng Nomor 14 Tahuﬂ 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indones?a Tahun 2002 Nomor 27, ’I‘ambahan
Lembarc}n Negara Repubhl\ Indonesig Nomor 4189)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanof
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
In.donesjja Tahun 2004 Nomor ;.23, Ta;inbahan
Lembargn Negara Republik Indonesia Nomor #438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesig Tahun 3009 Nomor 130,
Tambah;an Lembaran ngara Republik qu@nema
Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembargm Negara Republik Indonesia Tahyn 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara ng,epubnk
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinfﬁahan Daerah (Lembaran Negara Kepublik
Indonesja T ahqn 2014 Nomor ;224, Tazgn'baha_n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr 5587)
sebagaimana telah telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UndangmUndang Nomor 9 Tahun
2015 tpntang Perubahap Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarg Nomor

. ,né)679)
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nojnor 83,
Tambahan Lembaran Negara Rep;ub}.ik Indonesia
Nomor 4}:738);

Peraturar‘n Pemerintah Nomor 9] Tahury 2010
tentang Jenis Pajak paerah yang djpungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri gleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturgn Pemerintah Nomor 18 Tahury 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kapupaten
Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupatefg Barito -
Timur Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesig Nomor 58,87 );

Perature;n Menteri Keuapgan Regublik Indonesia
Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang ’I‘a’t% Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi
dan Bangunan; . 4

Peratura}ﬁ‘n Daerah Nomor 2 Tahup 2018 tentang
Pajak Dperah (Lembaran Daerah Kabupater; Barito
Timur Tahun 2018 Nomor 2). ‘

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENAN GANAN KEBERATAN DAN BANDIFG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Ut

10.

11.

1.

14.

15.

16.

17.
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Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinéip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bupati adalah Bupati Barito Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K abupaten Bayito Timur.

_ I\epala Badan adalah Kepala yang mengurusi urusan Pemerintahan

bidang Pendapatan Daerah Ka_pupaten Barito Timur.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesyai dengan peraturc}n perungang-undgngan yang berlaky.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah deu‘paten
Barito Timur.

Kgs Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabuypaten Barito Timur.
Bgdan adalah sekumpulan prang dan/atau ploda] yapg T‘ﬁ@lkqui\d;.
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melgkukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserogan komanditer, perseroan
lainnya, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam berftuk apapun, firmg, kongsi, dana pegnsiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk ysaha tetap.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagaz Organisasi Per anffkdt
Dgerah Kabupaten Barito Tmmr

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unsur Organisasi
Pemerintah Daerah di Kelurahan. '

Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa dan Aparat Desa Kabup*iten
Barito Timur.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontmbusl wajib
kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bm‘mta‘t
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat,

Pajak Bumi dan Bangunan adaldh Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pribadi atau Badan
kecuali kawasan yang digunékan untuk kegiatan usaha Perkebunar,
Perhutanan dan Pertambangan. |

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten. \

Bangunan adalah Konstruksi Teknis yang ditanam atau dilekatkan secara
Tetap pada panah dan/ atau pera1ran pedalaman ¢gan/atau laut.
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. ‘@.cla kr.edlt Pajak —

Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual Beli yang terjadi secara wajar
dan bilamana tidak terdapat Transaksi Jual Beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai
Perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak,
Pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) tahun kelender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kelender,

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) buwul kelendgr atau jan
waktu lain yang diatur dengcm Peraturan Daerah paling lama 3
bulan kelender, vang menjadx dasar Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan Pajak yang Terhutang. ‘
Pajak yang Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suaty saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tah"un Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesual dengan ketentuan Perctturan Perundang-Undangan Pf,rpajrxkan
Daerah.

Syrat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mgelaporkap data
Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk
sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah. :

Syrat Pemberitahuan Pajak Tcrhutang yang wlanjutnxa disingkat SPPT,
adalah surat yang dlgunakam untuk memberudhukaq pesarnya Pajak
Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan
yang terhutang kepada Wajib Pajak.

Syrat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, ﬁdala‘a
surat yang digunakan untuk menetapkan besgrnya jumlah Paja’;% vang
telah drtetapkan

SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pd}ak yang menentukdrl b{* amya

jumlah  Pgkok Pajak, jumjah kredit Pajak, jumlah kekupangan

pembayaran Pokok Pajak, b¢sarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan gtas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dlsmghdt
SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak, karena jumlah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang T uhutdng atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dLSmgkat SKPDN,
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak
sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terhptang dm;l tidak
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31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dﬂdhhkr}‘ﬂ cmngan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan yang tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketigg yang maguhun
oleh Wajib Pajak.

34. Banding adalah Upaya Hukum yang dapat dilakukan olgh Wajib Pajak
atau penanggung Pajak terhagjap suatu keputu&aam yang dapat digjukan
bdnding berdasarkan Peratur,an Perundang- Undamgdﬂ Pc,rpaja}aar vang
- berlaku.

35. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Syrat Keberatan yang dlajukan oleh Wajib Pajak.

36. Pemungutap adalah suatu 1angka1ar1 kegmtap mulai dari :angghamn
penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besawvcﬁ Pajak
vang terhutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak
serta pengawasan penyetoranmnya.

37. Pamerlksaap adalah serangkqpan kﬁgldtan merjghimpun dan ﬂ’i@,ﬂg(ﬁd
data, keterangan dan/atau buktl 5ang> dilaksanakan secara Objtkn dan
profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewagjiban Perpajakan Daerah dan Refribusi
dem /atau yntuk tujuan lain dalam rangka melaksana,kan ketentuan
Pgrundang-{ndangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Dgerah.

38. Penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencarf serta
mengumpulkan bukti yang qengan bukti itu membuat terang tindak
plgana di ‘E’ndang Pmpa‘]aka{l Daerah yang terjadi serta “mene;nnkan
tersangkanya. ’

BAB II
KEBERATAN

Pasal 2
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan
Pendapatan Daérah Kabupaten Barito Timur atas SPPT PBB, SKPD) PBB,
SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB yang diterima.
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Pasal 3 }
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak Bumi dan/atau
Bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan
tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB,

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau

b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB
PBB, SKPDN PBB. '

Pasal 4

Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut : ‘ g

a. Asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB
PBB atap SKPDN PBB yangg diajukan keberatgn

b. Perhitungan jumlah PBB yang terhutang menurut Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang menquung pengajuan keberatannya.

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu

3 (tiga) bulgn sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB

PEB, SKPD;KBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKHPN PBB kecuali gpabila

wajib pajak atau kuasanya dgpat menunjukkan bahwa jangka wa% tu itu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekyasaannya.

Syrat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak.

Dglam hal ¢ Jurat Keberatan dq andatangani oleh }y 1kan wa m "’)’«1‘)&& maka

harus dilampiri dengan : '

a. Surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang Pribadi dengan PBB
yang terhutang lebih dari Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupialy atau
Wajib Pgjak Badan;

b. Surat kuasa, untuk Wajip Pajak orang pribadi dengan PBE yang
terhutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secaja kolektif sebaggi_imana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT

PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

sercara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Paerah

dgngan melgmpirkan persyarajan sebagai berikuj :

a. Asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;

b. Perhitungan jumlah PBB yang terhutang menuryt Wajib Pajak
disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib

c. Pajak dalam hal dikuasakan.

d. Fotocopy bukti kepemilikgn tanah, dan

e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
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Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali gpabila
Wajib Pajak melalui Lurah dan/atau Kepala Desa setempat dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kuasanya.

Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk

memproses Surat Keberatan adalah :

a. Tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan Pendapatan
Daerah, atau
Tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Sebagqlmana
dimaksud dalam Pasal 4 daq Pasal 5, dianggap bukan sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dapa[t dipertimbangkan.
Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbgngkan
sebagaimana dimaksud pada pyat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tan ggal
penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang me ndam?
kepada:
a. Wajib Pajak atau kuasarjya dalam hal pengajuan kgberatan pecara
perseorangan; atau
b. Lurah dan/atau Kepala Desa setempat dalam hal keberatan diajukan
secara kolektif. .
Dalam hal pengajuan keperatan tidak dapat djpertimbgngkan
sepagalmana dimaksud paqu ayat (1), Wajib Pajak masih dapat
mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7
Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau
penghitungan PBB yang terhutang kepada Badan Pendapatan Daergh.
Badan Pendapatan Daerah haﬁrus memberi keterangan yang diminja oleh
Wgjib Pajak sebagaimana dinjaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permintaan Waﬂh Pajak
diterima. :
Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Badan Pendapatan Daer ah
atps permintaan Wajib Pajak bebagaxmana dimgksud pddg ayat (4 } tidak
menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dm}akﬁaud
dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal &

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terjitang
dalam pelaksanaan penagihannya.
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Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB,
SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh :

a.

b.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal jumlah PBB yang terutang
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juté; rupiah);

Bupati, dalam hal jumlah PBB yang terhutang Ilebih dari Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj;

Pasal 10
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.9 ditetapkan berdasarkan
hasil penelitian Badan Pendapatan Daerah dan apabila diperlukan, dapat
dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Dalam hal dilakukan penelitian di 1apangan tey lebih  dahulu
memberitahukan secara ter"c.ulis waktu pelaksanaan penelitian  di
lapangan kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan Daerah.
Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Badan Pendapatan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Baqan,

Pasal 11

Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala

Badan seba%zumand dimaksud dalam Pasal 9 humf a, yang mana petugas

yvang diberi wewenang untuk menangani hal te%ebut haryis menepuskan

kembali berkas pengajuan keheratan kepada Kepala Badan dalam jangka
waktu paling lama:

a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pem“ rimaan Surat Keberatan
Sebagair?lana dimaksud dglam Pasal 5 ayat (4) dalam hal perjelitian
dilaksanakan oleh Badan dan/atau
2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana

b. dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh
Badan, disertai laporan hasi} penelitian Keberatan. |

Dglam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Badan

meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati dalam jangka
waktu pahng lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penu1maan Surat

Keberatan sepbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4).

Pasal 12

Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati sesuai kewenangannya
dalam jangka waktu paling 1qmbat 12 (dua belgs) bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan surat Keheratan, harus memberikan keputusgn atas
pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Keputusan Keberatan sebagaiifﬂana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sé})&gi&ﬂ, menolak gtau menambah besarnya
jumlah PBB vang terhutang. ;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan
dianggap djkabulk'm dan diterbitkan keputusan sesuai dengam pen \aj'u'm
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sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam
SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau
SKPDN PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB,
SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan
keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau
SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa
diajukan Keberatan.

Pasal 13
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan
alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan
Keberatan belum diterbitkan.

BAB III
BANDING

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap }{eputusan menggnai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) digjukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 ( tlga ) bulan sejak kgputusan diterima, dilampir] Salinan Surat
Keputusan Keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tan;ggal penerbitan Putusan
Banding. ' '

(4) Pc}i"mohona:q Banding harus dilampiri fotocopy Surat Keputusap atas
Keberatan :

Pasal 15

(1) Jika Pengeuuan Keberatan atau Permohonqn Banding dlk.:%Pudm n
sebagian atau Seluruhnya kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (}) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai diterbltkanqva SKPDLB. ‘ :

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau d]kdbulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen)
dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dcngan
Pgjak yang telah dibayar sebel}lm mengajukan 1§¢bel atan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permochonan Banding, sanksi
administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

{(5) Dalam hal Permohonan Bandmg ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi admmlskratlf berupa denda 100% (geratus per sen)
dari jumlah Pajak berdasarkapn Putusan Bandmg dikurangi d?ngan Pajak

rmm —— .yang te;lah chbayar sebelum mengajukan keberatan.




Pasal 16
(1) Putusan ini dapat berupa:

a. Menolak

Mengabulkan sebagian atau seluruhnya

Menambah jumlah PBB yang harus dibayar

Tidak dapat diterima

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan atau;

Membatalkan.

(2) Putusan banding oleh Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
(3) Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

o po o

: Pasal 17
Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka Uraian Banding PBB

ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 21 ODesember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang layang
Pada tanggal %\ Desem@<’ 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

o PO
ESKOP

..........

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR rad
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